FERATURAN DAERAH
EOTAMARYA DAERAH TINGEEAT IT HUFANG
NOMOR ¢ 22 TAHUN 1998
TENTANIS

PETRIBUSI RUMAM FOTONG HEWAN

DERGAN FAMMAT TUMAN YANG MAHA ESA
WAL TECTAMADYS HEFALA DAERAH TINMGKAT IT HUFANG

Meamnimbang ¢ . bahwa dengan ditetapkannya Feraturan Pamerintah Nomosr 2O
Takhum 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan
Undano-undang Nomor 18 Tahun 1297 tentang pajak Daerah
dan K 50 Dasvah, maka Retribusi Femesviksaan dan
panggunaan Munah Fotong Hewan dalam  Wilayah Fotamadya

Daver ab cat TI HMunang perlu disesuadkany

abw i e

b, bahwo BARBANE melaksanakan peanyesaaian sebagalimana
glimak aad huraf  a, perlu  ditetapkan dalam suatu
Feavatoran Daerah.,

Mengingat : | Undang-undang  Nomor S Tahun 1926 tentang Fembentukan
Folamadyva  Daerah Tingkat II Fupang (Lembaran Negara
Tatvsm 1296 Nomor @42, Tambahan  Lembaran Megara  Namoor

T WUndange-uandang Nomor 50 Tahun 1974 tentang Pokok-po :
Femasintahan Wi Dagrah tLembaran bMegara Tahun 174

Neoaory 2B, Tambahan Lembaran Negara Momor 203703

3. Undang-undang Mamenr G Tahun 1267 tentang
Maeteanbaan-ketentuan Pokok Feternakan  dan  Kesehatan
Hewar Tlambaran  Negara Tabun 1267 NMomor 10, Tambahan
Lembayan Negara Nomor 2832405

Ao Uadan g-undang Namor 8 Tahun 1381 tentang  Hukum Acara

Fidana dlembaran Negara Tahun 1281 Nomor 78, Tambahan

Lenbaran Megara Nomor (32093

. Undang-undang Nomovy 18 Tahun 1997 tentang Fajalk Daerah
dan Fetribusi Dasrah (Lembaran Negara Tahun 1997 Noamor
41, Tambaharn Lembaran Negara Nomoor Nomoor 2685);

in

Faraturan Femerintah Nomoor 20 Tahun 1937 tentang
Fetribusi Daavah (lembaran Negava Tahun 1997 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693

8., Foepultusan Mentervi Dalam  Negeri Ny 84 Tahun 1933
tentang Bantuk Feraturan Daerah dan  Feratwran Daerah

Feruhnham;ar‘
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A Menteri Dalam  Neges Nz 171 Tahun 19297
dury Faengesabhan avaturan Daerah tentang
atvibusi Daerah;

Yo Eeplibug
tontang Frose
Pagail Dawrah dan H

0. Hopubusan Menteri Dalam  Negevi MNomoy 174 Tahun 1997
tentang NMedoman Tata Cara Penmungutan Retribusi Daerahj

11, Heputusan  Mentecri Dalam  Negevi NMomor 1735 Tahun o 1997
lvn*xng fakta Cara Femeriksaan di bidang Retribusi

L iy

E',

Dengan

Farsetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daervah Hobamadya Daevah
Tingkat L1

Hupang.

ME MU T U S K AN

FOTAMADYA  DakRAR
FUMAR POTONG  HEWSN.

Py BAB I
KETENTUAN UMUM
. )

Menetapkan NG

Dalam Peraturan Dazyaln indl dimarsad dengan @
a. Daevah adalab Eoltamadya Dasrvah Tingkat II Fupang;
b. Fenerintain  Daerab adalah  Pemervintah  Koteamadya Daervah Tingkat II
Kupanag;
ce Mepala Daoralh aga
d. Kepala Dinas adasah
IT kEupany;
e, Fongawas adalaly potugas yang diturnjuk  untul  mengawasi  setiap
kegliatan pada ruman poltong Jdan barantina vumah pobongg
fo Juwrw Wii avalah  petugas yYang  ditungjuk clean untul o melakulkan
pemer ikhsaan abas rmwan dan dagingg
a. Retribusi adalan plongutan s@bagal pembayaran  atag Jasa abau
pamberian 1zin  Lostonby yang bhusus disediakan dan  diberikan oleh
Femerintabh Deaevabh uantul kepentingan orang pribadi ataw badang
Ne Potong Hewan adalanln wrang  yang menjalankarn wsaha ataw pﬂhurJAﬂn
- mamotoang hawany
i Hewvan adalan dapi, maevbad, suda, mambing, Domba dan Babi;
J» Fumah Motong aoalal tempat yang ditenturkan olebh Kegala Daerah

thoaotanadya FHepala Daevabh Tingkmt TT Fupano;
La Dinas Fetermakan Hotamadya Daervah Tingkat

Sebagal tanpatl pednebtang hawan;

ko Raetribuszsy Jase o adalan Metribusl atas jaza yang disediakan aoleh
Femerinvat Daaval dengan menganut prinsgip komersial;

1. Burat Fetetapan Mebtribusi  Dasrah yang selanjutnya disingkat SiKED
adalah  Surat Keputusan  yang menentukan  besarnya jumlah  Rebtribusi
terutang;

m. Surat Hetetapan Metrvibusi Burang Bayar yang ﬁelmmjutﬁya disingkat
SkRDIEE  adalabh  Gurat Hepuatusan  yang menentulan  besarnya jumlah
retribusi beruvang, gumlain  lovaedit Fetribusi, b@marn;a sankai
admninisgtrasy darn jumlah yang masih harus dibayar;

Nn. Surat Hoteloapan et ribusi Dawrah Huarang dm}ul Tambahan yanag
gselangltnya disanghal ZEEDEBT adalah Dupatl F A Y@M meE i tulsan
tambahean ot suwbmaiab Hetvriousi yang telah dite

e Burat Teyinan  Bobriousio Dasvaeh yang selanjutnyva  disinglkat  STRD
adalanh  Burat  wotae aelakubkan btagiban Retribusi  dan ataw  sanksi

adminmictrast berdpa bunga dan denda;if



B AR IT
NaMe,  DEYER, SUEBYER DAN
WATIR RETRIBUSI
Famsel 2

Dengan rama Fetribusi Bumah  PFotong Hewvan dipungut pembayaran Retribuai
atas pelayanan pernyodiaxn Tasilitas di Fumah Fotong Hewan.

Fasal &

Obyelk  Rebribusi
Hewanr.

vanan penyadiaan fasilitas Bumah Fobong

Subyel zolalah crang  pribadi atau badan hukum  yang
memak el /mengglunakan Tasxilitas Fumah Fotong Hewan.

Wajib Fetribusi
Feraturan Favroand:
’-gemhayaram Febtrib
Jmartentu,

paribadi ataw  Badan Hukum  yvang menurut
Moetyibusi diwa jibkan untuk melakukan
pamungutan  atauw pemotongan Retribusi

oy oRoOIIT
TRIBUST DAN WILAYAH FEMUNGUTAN
FPasal &

EOL ORNEARM

(1) REetribugni
Femerintalk :
kegiatan lainnya

ety ihagl

adalah jasa yang disediakan  olaeh
Fotong bessrta pervlengakapan  dan
dengan panctongan hewan termasuk

B oA BRIV

TARS MENGURUR TINGKEAT PENGZUNAAN JASA

Famal 7

winghkat penggunaan
awan, jenis pome s

retribusl Rumah Potong diukur berdasarkan jenils
Haar, soluns/eampel dan unzuy bahaan pemerviksa.

BABR WV
FEINSLE PFENETAFAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Fasal 8

CLy Primngip  coenetapan farif Fetribusel Rumah Fotong Hewan  didasarvlkan
kepadas  tujuan  actol meapercleh keuntungan  yang layak sebagai
pengganti biaye admirtetrasi, hebersihan dan pelayanan pematorgan
Freswenr ;

€2 Struktur besavnye tacrif rvetribuel ditetapkan sebagal bevibkut @

1. Riayae MNdminiobraci
Untubk Szpi, o i

gatt  Huda HMp. 1.500,~- (seribu Lima Ratus
Fupiaih) / el
Urntuh Hambing, Domba dan Babi  Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah? 7/
i
Z. Biava Fembangunan o
= Untuk Sapi, Kerbauw dan Euda FEp. SL000,~ (Lima RFibu Rupiah) /

ekar; M
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- Untuk Kambing, Domba dan Babi Rp. 3.500,- (Tiga Ribu Lima
Fatue Fupiah?) / aekoorr.
3. Biaya FPemeriksaan Hewan Midup:
- Untuk Sapi, Faerbau dan FEuda FHp. 1.800,- (Beribu Lima FHatus
Fupiahd/ ekaor;
- Untul Hambing, Dombae den Babi Rp. 1.000,- (Seribu  Fupiah) /
hor.
Untuk hewan beaetina (ocap 8)  Hp. 2.300,—- (Dua Ribu Lima MHatus
Fupiahi/ekor.
4. Biaya Femotonoan o
= UIntuwl Sapi, Yerbaw dan Fuada
- Dalam rum potong REp. 2.5300,- (Dua Ribu Lima RMatus
Funiah)/
Diluar  vums
Fupiah) / ebkar,
Itk Kambing, Domba dan Babicz

- Dalam rumar potong Fp. 1.8900,- (Seribu Lima Ratus Rupiah)/
@k

ts

petorg R 7,300, ~  (Tujubl  Ribu Lima Ratus

i

= Diluwar vumah potang Bp. 5.000,- ¢ Lima Ribu Rupiah) /
elior
. Biava Kehorziban o
= Untuly Bapi, Forbao dan FHuda Bp. 2,000, CDua Fibu Rupiahd/

el g
= Untul: Kambing, Domba dan Babi  Rp. 1.000, -~
ekor. :
&. Riayva Asuransi
= Untulk Saci, Farbaw dan Fuda FEp. 2.3200,- (Dua Hibu Lima Ratus
Fupiahd/ elor;
= Untul Wambing, Domba dan Babi Rp. 1,300
Rupiah) / elor

tHeribu  Rupiahd /

V- LBeribu Lima Ratus

«

BAR VI
METENTUAN F tTESAAN

Fasal

(1) Setiap hewan yang dipetonag, havrus diperiksa lebibh  dahulu
kbesehatannyanloh abliy

(2) Petugas ahli alan mmlnluian
akan dipotong, o
Kepala Desa/kelun

(3) Femerilks:

pemeriksaan terhadap setiap hewan yang
talah pemiliknya menungjukan Surat Keterangan dari
ahan yvang bersangkutany .

an sebacaimana yvang dimakseud pada ayat Cl1dy, khusus hewan

betina terlebilh dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh Fetugas
- Ahli.

Fragal 10

Apabila dalam pemeribicaan dimaksud dalam pasal S ayat (3 Feraturan
Daerah ini, ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan

bunting dan atau mesih prodelktif, Fetugas Ahli  harus menolak hewan
tersebut untuk dipotong.

Fasal 11

Dalam hal sebagaimara dimaksud dalam pasal 9
pemilik hewar bevbal masngajubkan
atas biaya poemilill howan.

Feratwran Daerah ini,
pemeriksaan wlang kepada Fetugas Ahli

Fasal 1Z2
Setiap pemotongan hewan harus  dilaksanakan  di

Fumah Fotong  Hewan,
kecuali ada izin khusus dari psjabat

yang berwenang.



€13 Juru Farihksa Dagding e L absuds&n pemeriksaan daaing dan
anggutarangaota Badan lainnya dari hewan yang sudah dipotongsy

(2 Daging oan bagian-bagilian badan hewan lainnya vang dinyatakan bail,
diberi tanda stempel tinta warna violet, sedangkan yang dinyatakan
tidak bailk, akan clmusnankan olehl juru periksa daging atauw pejabat
vang ditungjulk.

B AR VI
TATHA CARS FEMUNGUTAN
Fasal 1d

(1) Retribusi dipungut dngan manggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamarar

Hagil pungutan  Mevribusi sebagalmnana dimaksud dalam pasal 8
Feraturan Dacrali 1nidisetor ke Kas Daerah, selambat-lambatnya 1

Zh garnn.
Fenyimpangan tevhadap ayat ini dikenakan sanksi administrasi .

B A B VIII
DANES L ADMINISTRAST

Dalam hal wayib retvibusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi  administrasi berupa bunga sebesar @ 74 (dua
persen) secvlap LUWLan  davi besarnya Retribusi yang terutang yang tidak
atau kurang bayar ditagin dengan menguunakan STRED.

B AB IX
TATA CARS FEMBAYARAN
Fasal 16

€1y Kepala Dagrabh menentukan  Lbanggal jatuh tempo  pembayaran  dan
penyetoran retribusl yang terdtang paling lama 30 (tiga puluh) hari
setelah saat terucvang;

C2) BERD, SkHEDER, SERDEET, STED, Surat HKeputusan Fembetulan, Surat
Feputusan  Feberacan Jdan  Fubtusan Banding yang menyebabkan  jumlah
retribusy  yang harus  diogayar, nards  dilunasi dalam  jangka waktu
paling lama | (saltuwi  bulan sejah  tanggal diterbitkannya surat

~ tersebut;
{ ml

-3 Kepala Dagran atas  perachonan  wajib Retribusi setelah memenuhi
persyaratan  yang ditentuean dapat memberikan persetujuan hkepada ’
Wajio Reteribusi wntak mengangsar atad menunda pembayaran Retribusi
dengan dikenakan bLunga sevesar 2 A (dua persen) sebtliap bulan;

b Tata  Carve  penbayaran, tempat penbayaran, penundaan pembayaran
Fetribusi diatur dengarn reputusan Kepala Daerah.

B A B X
TaTa CARS FENAGIFAN
rasal 17

CLl) Metribus: Leratanyg  Leddaserkan SKRD, SHKRDKE, SKRDEKT, STRD, Surat
Feputusan Membeculan, Surat Keputusan Heberatan dan Futusan Eanding
yvang tidak ataw huarang bayay oleh wajib Retribusi pada waktunya
dapat ditagih dengan Surat Faksas;

Fernagihan lRebribusit dengan Surat Faksa dilaksanakan berdasarkan
Feraturan Merundang-undangan yang berlahu.qf

b
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BE A EB XI
HEDALUUWARSA
Fasal 18

(1) Fenagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3
(tiga?) tahun terhitung sejak saat terutanagnya Retribusi, kecuall
apabila wajib retribusi melakulkan tindak pidamna Fetribusij

(2) Kedaluwarsa Fenagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini ditangguhkan apabila 1
a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Faksa a
b. Ada pengakuan wutang Retribusi dari wajib Fetri

maupun tidalk langsung.

taws
busi baik langsung

BE AR XII
TATA CTARA FPENGHAFUSAN FIUTANG
FETRIBUISI YANS EEDALUWARSA
Fasal 19

(1) Fiutang retribusi vang tidak mungkin ditagih lagi kervena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dibhapus;

(2) Kepala Daerah menetaplkan Keputusan penghapusan pilutang FEetribusi
Daerah yano sudah kedaluwvarsa sebagaimana dimabkesud ayat (1) pasal

o ini.

BAR XITIT
FPENGAWASAN

Fasal 20

Kepala Daerah menunjul  Fejabat tertentu untuk melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan Fevaturan Daevah ini.

BAR XTIV
FETENTLAN FTDANA
Fasal ¥1

(1) Felanggaran terhadano ketentuan-ketentuan dalam Feraturan Daerah ini
dapat diancam dengan pidarma  kurungan selama-lamanya & (enam) bulan
atau denda setinogi-tinguinya < (empat) kali Jumlah Retribusi yang
terutano.

(2) Tindak Fidana sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) pasal ini adalah
pelanggaran.

€1y Pejabat Fegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidilkan tindak pidana
dibidang Fetribusi Daerah sebagaimana dimaksud Undang—-undang Nomor
8 Tahun 1381 tentang Hukum Acara Fidana; o
(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada avat (1) pasal ini »
adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atauw

laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Hetribusi
Daerah.

b. meneliti, mencaril dan  menoumpulkan  keteranoan mengenal  ovang
pribady  atau badan  hukum tentang hkebenaran perbuatan  yang

melakukan sehubunnan denogan tindak pidana Fetyibusi Daerah.

c., meminta keterangan dan bahan bukti dari oramg pribadi atau badan
hukum sehubunoan dengan tindak pidana dibidang FEetribusi Daerah.

d. memerikesa buku-buku, catatan—catatan dan dokumen—dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Fetribusi Daerah.

e. melakukan penggeledahan untulk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dokumen-dukumen serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut. b
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7
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangla pelaksanaan
tugaspenyidikan pidana dibidang Retribusi Daerah. s

menyuruh berhenti, melarang seseocrang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlansung dan memeriksa
identitas orang dan dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud
pada huruf e.

memotret sesecrang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
Daerah. .

memanggil ovang uwuntuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagal tersangka atauw salksi.

menghentikan penyidikan. |
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawablan.

Fenyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahulkan
dimulainva penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya hkepada
penuntut wmum, sesuai dengan ketentuan yvang diatur cdalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara FPidana.

KOTAMAD
4 | ! s i

5

BAR XVI
FETENTUAN FENUTUPR
Fasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Feraturan Daerah inil sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Eepala Daerah.

Fasal 24

Feraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Feraturan Daerah Lni o dengan penampatannya  dalam Lembaran Daevrah

FEotamadya DRasrah Tingkat 1 Hupang.

Ditetapkan di Eupang
& A aoal 14 Agustus 139398,

FERWAL LLAN RAKYAT DAERAH By A EEFALA DQEEMH{]

YA DAERAH TINGEAT 11 KUPANG A I1 EUFPANG,

» WU T B )
@t.“ et ua ,

//ﬁ
[ JAZOB, SH.

Digyahlkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
epublik Indonesia

Moy 3

Tanoogeal

Diundangkan dalam Lembaran Daervah Hotamadya
Dasrah Tingkat I1 Fupang

Tahun P 1999,

Nomeoo @y 27.

Tanggal : 3 April 1999.

Serd: =3 Bl
SERRETARIS WILAYAH/DAERAH
ﬁ’ EOTAMADYA DAERAH TINGEAT II KUFANG é;’

i
DES. W. F. FRANDA.

FEMBINA TINGEAT I
NIF. 20 016 014




FERNJIELASAN
AT AB
FEATURAN DAERAH
SERAH TINGHAT I1 EUFANG
¢ EER OTAHUN 1928
TENTA&NIDGE

FE
KOTAMADYA D
NOMOF:

RETRIBUST RUMAHN FOTONG HELIAGN

La L3 L1 ™

Dalam rangka neninglatan pelayanan dibidang peternakan, guna
menjamin masyarakat monglkongansi hasil ternak berupa  daging dan hasil
ikutannya vanag terjamin kesshatannya dan untuk pengendalian terjadinya
pematangan  hewan hetina  yang masih  produktif sehingga  tidak terjadi
penurunan populasi  tormak sebagail ealah satuw alibat davi meningkatnya
Jumlah ternal praduktif yang dipotong, maka dipandang perlu dilakukan
pengendalian terhadap setiap hewan yang akan dipotong.

Oleh sebab itu semua hoawvan yvang akan dipotong harus diperiksa oleh
M petugas quna men{amin jenis tzvnak maipun kesehatannye, can
kelengakapan persyvaratan administrasinya.

Bahwa sehubungan  dengan hal tersebut maka perlu menatapkan

Feraturan Daerah Yoltamadys Dasrvah Tingkat 1T Fupang tentang Retribusi
Femeriksaanrn dan pemotonoan.

11.PENJELASAN FASAL DEMI

Fasal 1 s/d oas=1 24 1 cubup jelaﬁ¢r/



